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ABSTRAK
Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online

SUL HENDRA
142310056

Seiring dengan perkembangan zaman dan tekhnologi, jual beli yang dulunya
hanya barter, kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang,
maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan
uang. Beberapa dekade setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit
sebagai pengganti uang real dan kemudian pada masa ini manusia sudah mulai
merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem online.
Melihat fenomena yang terjadi saat ini, ternyata perjalanannya kemudian banyak
pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan
gambar atau barang yang diterima ternyata cacat atau juga barang tidak sampai
kepada pembeli, dan banyak lagi kasus yang lainnya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syari’ah terhadap jual beli
online. Objek penelitian ini adalah tinjauan ekonomi syari’ah terhadap jual beli
online. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan
(library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian jual
beli syari’ah terhadap jual beli online. Sumber penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data
yang digunakan teknik dokumentasi yaitu dengan sistematika analisis data
kualitatif yaitu (editing, klasifikasi, memberi kode, dan penafsiran). Analisis yang
dilakukan pada tinjauan ekonomi syari’ah terhadap jual beli online, dilihat dari
perspektif sebuah tinjauan ekonomi syariah. Hasil penelitian ini adalah 1.
Penjualan online telah dapat memenuhi rukun akad dalam aturan syari’ah,
diantaranya, adanya penjual dan pembeli, sighah atau ijab kabul telah terpenuhi
dimana pembeli harus menyetujui syarat dan kondisi yang tertulis jika proses
transaksi jual beli ingin dilakukan, obyek akad dalam jual beli online harus nyata
dan terarah spesifikasinya, tujuan akad tidak boleh berlawanan dengan sya’riat
hukum Islam. 2. Dalam jual beli online harus menampilkan secara utuh atau
secara keseluruhan penampilan dan spesifikasi barang yang akan dijual. Serta
ditambah dengan ketentuan akad tambahan yaitu adanya hak pilih bagi pembeli
jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di
awal perjanjian. Menggunakan media alat pembayaran yang aman dan nyaman,
hal ini bertujuan untuk melindungi kecurangan dari sisi penjual maupun dari sisi
pembeli”.

Kata Kunci : Jual Beli, Online, Barang, Syari’ah, Transaksi.



ABSTRACT

A REVIEW OF SHARIA ECONOMICS ON ONLINE SHOPPING AND
SELLING

SUL HENDRA
142310056

Along with the development of times and technology, the transactions of buying
and selling which previously conducted by bartering, then the process of buying
and selling was replaced by using an instrument in the form of money, in other
words the transactions began to be carried out by exchanging goods for money.
Then, several decades later the humans invented credit card technology as a
substitute for real money in trading transactions. Eventually, the humans have
recently started to change their buying and selling habits from being physically
visible to the online system. Considering the current phenomena, it turns out that
the transactions make many buyers feel disadvantaged because the goods received
are not the same as the pictures or the goods received are defective or the goods
are not delivered to the buyers, etc. This study aims to determine the review of
sharia Economics on online shopping and selling. The object of this study is a
review of sharia economics on online shopping and selling. The method of this
study is a library research. The theoretical framework of this study is the approach
of Sharia economics to online shopping and selling. The data sources consist of
primary data and secondary data. The data collection techniques used are
documentation, namely the systematic analysis of qualitative data (editing,
classification, coding, and interpretation). The analysis carried out on the
conditions and principles of online shopping and selling based on the perspective
of Sharia economics. The results of this study are: 1. Online selling has fulfilled
the contract terms according to the sharia rules, including: the existence of sellers
and buyers, sighah or consent has been fulfilled because the buyers must agree to
the written terms and conditions before the buying and selling transaction process
is done, the contract in online shopping and selling must be real and appropriate
with the specifications, the purpose of the transaction must not be contrary to
Islamic law. 2. In online shopping and selling, it must show the complete
appearance and specifications of the goods. In addition, the buyers must have the
right to reject/return the goods if the goods arrived are not in accordance with the
specifications agreed upon at the beginning of the agreement. Therefore, it is beter
to use safe and convenient payment methods, to protect the sellers or the buyers
from the cheating/fraud.

Keywords : Shopping and Selling, Online, Goods, Sharia, Transactions.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Mu’amalah merupakan alat tukar-menukar barang atau sesuatu yang
memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa,
upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha
lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk
kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi
terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-
penyimpangan yang merugikannya. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang
dibolehkan oleh Allah SWT. adalah jual beli sebagaimana dalam firmanNya QS
Al-Bagarah / 2: 275:
1550 238 5 aall 4l
Artinya: Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

(Departemen Agama R 1, 200: 8).

Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firmanNya dalam QS An-Nisa /
4: 29:
| SE Y 57 el 5 (e 53083 (&0 1Y) Il 28 20 el 1 SRE Y 1l Gl g g
pin &3 S Al & e
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan



perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 200:

107).

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh
manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka,
sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

G50 fe aaas G gl Me URA aaak () (l55a W0A ¢aa ) 50 G Gl DA
) iy adle Al e all 3y 06 338 5 A1 et U s O il (e finall allia
aake gl ol gy ol 35 e adllad

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Al-

Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin
Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin
Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya
berkata, saya telah mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata, telah
bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar

suka sama suka (Ibnu Majah, 18-20).

Perilaku ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia sudah mulai
membutuhkan individu lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak

dimilikinya, sedangkan ia membutuhkannya ataupun menginginkannya.



Bentuk  jual beli ini berkembang sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan perubahan sosial. Dalam masyarakat primitif jual beli mengambil
bentuk tukar menukar barang yang tidak sejenis. Namun sistem jual beli ini
perlahan ditinggalkan setelah mereka mengenal uang sebagai alat tukar-menukar.

Meski tradisi jual beli secara konvensional ini ditinggalkan, tetapi kata
Fath Al-Duraini guru besar figh Universitas Damaskus Syiria ini mengatakan
bahwa esensi jual beli seperti ini masih berlaku, sekalipun untuk menentukan
jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.
Misalnya di Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang
yang diimpor itu dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu sesuai
dengan nilai spare part yang diimpor di Indonesia itu (Nasrun Haroen, 2000:
112).

Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang
dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan barang lain, lalu
kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual
beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Beberapa dekade
setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang
real dan kemudian pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual
beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem online.

Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak
pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan
kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli

tidak memperhatikan lagi masalah ijab gabul secara lisan, tetapi cukup dengan



perantara kertas-kertas berharga, seperti cek, wesel, dan sebagainya. Kecuali itu
kehadiran fisik dalam satu tempat (satu majelis) tidak lagi berlaku, karena cukup
dengan misalnya via telepon dan internet (Sofyan AP, 2007: 1).

Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjual-
belikan (marketing). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan
saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa
dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat
telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual
beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah online shop.

Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif,
diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli
takperlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. Online shop biasanya
menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian
memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.
Transaksi perdagangan seperti ini dimana hubungan antar manusia memasuki
wilayah hubungan dagang atau bisnis, suatu transaksi bisnis (commerce) yang
tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula
dilakukan melalui jasa layanan internet dan teknologi internet ini dikenal dengan
nama electronic commerce atau lebih populer dengan sebutan e-commerce.

E-commerce atau transaksi elektronik cara berbisnis yang mengutamakan
efektivitas dalam pelaksanaanya. Ini artinya dengan melaksanakan transaksi bisnis
melalui jaringan elektronik (e-commerce) diharapkan mampu melakukan

perbaikan terhadap cara kerja bisnis tradisional atau konvensional. Sehingga, akan



tercipta wajah bisnis dengan pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis.

Transaksi dagang antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli
(konsumen) melalui e-commerce terjadi hanya lewat surat menyurat melalui e-
mail dan lainnya. Apalagi adanya media sosial seperti Facebook, BBM
(Blackberry Messenger), Whats Up, dan lain sebagainya yang sangat akrab di
tengah-tengah masyarakat saat ini sebagai media komunikasi yang sangat
memudahkan interaksi antara satu orang dengan yang lainnya dan dari negara satu
dengan yang lainnya dan tentunya dengan biaya yang tidak mahal dibandingkan
dengan melalui telepon. Pembayarannya juga bisa dilakukan melalui internet.

Dampaknya yang signifikan adalah tersingkirnya jejak kertas yang
sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari transaksi konvensional.
Transaksi elektronik atau e-commerce ini bisa diartikan sebagai setiap kegiatan
perdagangan yang transaksinya terjadi seluruh atau sebagian di dunia maya,
misalnya: penjualan barang dan jasa melalui internet, periklanan secara online,
pemasaran, pemesanan, dan pembayaran secara online (Rif’ah Roihanah, 2011,
100).

Namun ternyata perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa
dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang
yang diterima juga ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada pembeli,
dan banyak lagi kasus yang lainnya. Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi
kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku
ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai

konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan



di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Meskipun dilain pihak undang-
undang perlindungan konsumen mutlak berisi hukum-hukum yang bertujuan
untuk melindungi konsumen.

Transaksi dalam e-commerce ini sangat riskan, terutama jika pihak
konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara
konsumen sendiri tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan
ataupun kualitas barang pesanan tersebut. Lebih jauh lagi, pembayaran pun dapat
dilakukan secara elektronik baik melalui transfer bank atau lewat pengisian nomor
kartu kredit di dalam internet. Hal ini sangat mengganggu hak konsumen,
khususnya terhadap hak untuk mendapatkan keamanan serta hak untuk
mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang diberikan
oleh penjual atau pelaku usaha tersebut.

Penjelasan proses jual beli konvensional di atas ternyata sedikit berbeda
dengan proses jual beli melalui media online. Dalam jual beli online tidak ada
terjadi pertemuan langsung antara merchant dan buyer sehingga proses ijab gabul
tidak bisa diikrarkan secara berhadapan ataupun langsung. Dari sisi obyek yang
diperjual belikan, pembeli tidak dapat memastikan secara pasti apakah barang
yang akan ia beli ada atau tidak ada, dan seandainya ada ia tidak dapat langsung
memeriksa kondisi barang yang ia maksud. Dilain pihak, merchant tidak pernah
memantau apakah orang yang akan membeli barangnya adalah orang yang
mukallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan mumayyiz dan cakap hukum),
merchant acap kali membiarkan “kondisi” buyer yang perlu ia utamakan

barangnya terjual dengan sebanyak-banyaknya atau habis terjual.



Saat ini jual beli secara online memang sedang digandrungi oleh
masyarakat Indonesia, banyak pebisnis baru yang memanfaatkan koneksi internet
untuk melakukan bisnisnya. Namun, keanehan yang terjadi khususnya di
Indonesia adalah masyarakatnya yang lebih gemar berjual beli lewat media sosial
daripada platform e-commerce yang telah ada ( Https:// Rumah makalah.
Wordpress. Com /2020 /11/ 08/ Transaksi- Jual- Beli- Secara- Online-).

Bukan tanpa alasan banyak masyarakat yang lebih memilih media sosial
untuk mempromosikan bisnisnya maupun membeli barang. Jumlah pengguna
media sosial di Indonesia saat ini lebih dari 100 juta user dimana orang Indonesia
terkenal sebagai pengguna akun media sosial. Dari kondisi tersebut para pebisnis
memandang media sosial sebagai ladang usaha mereka, terlebih lagi mendaftar
akun di medsos gratis.

Dengan begitu banyaknya transaksi jual beli online di masyarakat tak
jarang banyak pula permasalahan permasalahan yang terjadi sehubungan dengan
jual beli online termasuk mengenai barang yang tidak sesuai atau barang yang tak
kunjung sampai, secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi
pada proses transaksi jual beli online, yaitu:

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau
menyentuh barang yang akan dipesan.

2. Ketidak jelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak
ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi
yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil

suatu keputusan dalam bertransaksi.



3. Tidak jelasnya status subyek hukum dari pelaku usaha.

4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan
terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan,
khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan credit
card maupun elektronik cash.

5. Pembebanan resiko yang tidak berimbang karena umumnya terhadap jual
beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen,
sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian,
karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang yang bukan
penerimaan.

6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara, borderlass, menimbulkan
pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum Negara mana yang sepatutnya

dilakukan.

Pada kenyataannya, meskipun ada banyak permasalahan yang muncul dan
terjadi dalam transaksi jual beli online, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan
para konsumen untuk tetap berbelanja lewat transaksi online (https://
perpuskampus.com/permasalahan-yang-timbul-pada-jual-beli-online/  diakses 3
Oktober ).

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah ternyata beberapa merchant tidak
mengirimkan barang setelah ia menerima transfer pembayaran uang dari buyer.
Hal ini biasa terjadi pada orang-orang yang sedari awal membuat toko virtual

dengan tujuan menipu calon pembeli. Berdasarkan realitas di atas maka penulis



bermaksud mengkaji ulang tentang bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam
(syara ") terhadap jual beli yang dilakukan secara online ?.

Ekonomi Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup
ketat, baik dalam dalil Al-Qur’an, Hadits, [jma, dan juga Qiyas. Dimana dibahas
tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad
jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak.
Dengan alasan yang telah dipaparkan secara jelas dalam latar belakang di atas,
kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang
bagaimana jual beli melalui internet ditinjau dari Ekonomi Islam dan kaitannya
terhadap perlindungan konsumen sebagai pihak yang paling banyak dirugikan.

Oleh karena itu, masalah ini dianggap penting karena menyangkut
kebutuhan manusia yang sifatnya duniawi, sehingga pemahaman yang benar akan
konsep yang benar adalah sesuatu yang wajib diketahui oleh seluruh manusia.
Sehingga proposal ini akan memaparkan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual
Beli Online.

Berkaitan dengan judul tersebut, maka penulis begitu tertarik dan concern
untuk mengkajinya lebih dalam. Harapan penulis, dengan dibahasnya Jual Beli
Online ini, wacana ekonomi Islam di kalangan akademisi menjadi makin semarak,
nuansa ekonomi Islam di Indonesia menjadi berkembang dan operasionalisasi.

Dalam proposal ini akan dibahas bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam
Terhadap Jual Beli Online. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian
dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Tinjauan Ekonomi

Syariah Terhadap Jual Beli Online”.
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Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana tinjauan ekonomi

syariah terhadap jual beli online.

C.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli online.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Membahas dan mengkaji hukum jual beli online yang sesuai dengan
Ekonomi Syari’ah sebagai acuan dan referensi dalam mengembangkan
model transaksi jual beli yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan jual beli online
sesuai dengan ekonomi syari’ah atau peraturan-peraturan yang berlaku dan
mengetahui hak-haknya sebagai konsumen yang harus dilindungi dalam
transaksi jual beli online.

Memberikan kontribusi pemikiran bagi para peneliti dan akademisi.
Memenuhi sebagian persyaratan untuk memperolen gelar Sarjana
Ekonomi di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Riau.
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E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang

diuraikan secara relevan dan sistematis antara rangkaian yang satu dengan

rangkaian yang lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il :

Bab IV

: PENDAHULUAN, Bab Ini Terdiri Dari Latar Belakang Masalah;

Penyusunan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan
Sistematika Penulisan.

KERANGKA TEORITIS, bab ini terdiri dari; Pengertian
Pengertian Jual Beli; Dasar Hukum Jual Beli; Rukun dan Syarat
Jual Beli; Barang yang boleh Dijual Belikan; Macam-macam Jual
Beli; Jual Beli yang Terlarang; Hak dan Kewajiban antara Penjual
dan Pembeli; Khiyar dalam Bisnis syariah; Pengertian Jual Beli
Online; Perkembangan Bisnis Online di Indonesia; Dasar Hukum
Jual Beli Online; Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi
Islam; Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler Di Indonesia.
METODE PENELITIAN, bab ini terdiri dari Jenis Penelitian;
Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian;
Sumber Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik
Pengolahan Data; Teknik Analisa Data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN; Yang Terdiri Dari
Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online, Orang
yang Berakad, Sighat (Lafal ljab dan Kabul), Objek Transaksi

jual beli, Ada Nilai Tukar Pengganti Barang, Akad Dalam
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Transaksi Jual Beli Online, Jual Beli Online Berbasis Media
Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

BABV : PENUTUPAN; Kesimpulan, Saran, dan Rekomendasi
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BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori
1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah figih disebut dengan al-bai’ yang berarti menjual,
mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al/bai’ dalam
bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asysyira
(beli). Dengan demikian, kata al-bai” berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.
Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata &) bentuk jamaknya (!
¢ s2)) dan konjungsinya adalah “=u-am -l ” yang artinya menjual Menurut
bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Jurnal Shobirin,
2015 ).

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli.
Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan
yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan
barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa jual
beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang telah dijanjikan.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (2), bay’

adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.
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Dalam bahasa Arab kata jual (al-bay’) dan kata beli (al-syira>") dimana dua kata
tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang orang Arab biasanya
menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu al-bay’ (Amir Syarifuddin,
2003: 192).

Dengan demikian kata al-bay‘ berarti jual dan sekaligus juga berarti kata
beli, Yang mana menurut bahasa al-bay’ berarti menukarkan sesuatu benda
dengan benda lain. Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud
dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara
menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatan sesuatu
benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.
Sedangkan pengertian bay  menurut para ulama adalah sebagai berikut :

1. Menurut Ahmadi Miru, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan
pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Ahmadi Miru,
2012:134).

2. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi
dalie dadie clilai sl ol 3l A sbaes Aolle chilas 43l A6y a8 (8 i Le o L Le i Ll

o iy 2 T e

Artinya: Menurut syara, pengertian jual beli yang paling benar ialah
memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas

dasar izin syara, dengan memiliki manfaatnya saja yang
diperbolehkan syara untuk selamanya demikian itu harus dengan

melalui pembayaran berupa uang.
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3. Merujuk pendapat Imam Tagiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar
4 Ol as gl e Jsd 5 lagly o eaill GulE Jle Al
Arrinya: Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf)
dengan ijab gobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
4. Pendapat Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab
U saiada s e Jle Jlo Al L
Artinya: dengan menukar benda lain dengan cara yang khusus
(dibolehkan) (Jurnal Shobirin, 2015:6 ).
5. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Figh Sunnah
A1l all e ULl Jals asid JLall Jlall &lsbaa e e a5 e
Artnya: menukarkan barang dengan barang lain dengan jalan saling atau
memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara

yang diperbolehkan menurut syariat (Abd. Hadi, 2010: 48).

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya
jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih
dengan cara sukarela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak
ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur’an, as-
Sunnah, dan ijma’. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali
jual beli yang dilarang oleh syara’. Adapun dasar hukum dari al-Qur’an antara

lain:



16

a. Surah al-Bagarah (2) ayat 275:
Lol 2555 gl 4 0
Artinya :  “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba.”

b. Surah An-Nisa’(4) ayat 29:

(Sl 15 Y5e f80e (o155 (58 B3l 8558 1 3] Sl aSiss @153 18T Y 15%aT 6l T
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dasar hukum dari as-Sunnah antara lain :
Hadits Nabi yang berasal dari Ruf’ah bin Rafi’ menurut riwayat al-Bazar
yang disahkan oleh al-Hakim:

_)J‘)..\A@\,\dsjaqggd;)s\&sdﬁ%igﬁ\di@#j@s&\émwﬂ\oi

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang
usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang

dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”..”

Dan Ibnu Qudamah juga menyatakan tentang diperbolehkannya bay’

karena mengandung hikmah yang berdasarkan, bahwa setiap orang mempunyai
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ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal
orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada
kompensasi. Sehingga dengan disyariatkan bay’, setiap orang dapat meraih
tujuannya dan memenuhi kebutuhannya (islamiwiki.blogspot.com » Jual Beli
dalam Islam).
3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan
syarat yang telah ditentukan oleh syara’ hukum Islam. Mengenai rukun dan syarat
jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini
terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Rukun jual
beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut
mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli ketika terjadi transaksi itu hanyalah
kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli agar terjdi kejujuran.

Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak
kelihatan, maka diperlukan indikator tolak ukur yang menunjukkan kerelaan
tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul
(serah terima), atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang
secara jujur dan terbuka antara kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan
pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,
yaitu ( Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31):

a. Orang yang berakad antara (penjual dan pembeli)
b. Sighat (lafal ijab dan kabul).

c. Ada barang yang dibeli oleh seseorang.
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d. Ada nilai tukar sebagai pengganti barang.
e. Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli,

dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan
jumhur ulama adalah sebagai berikut:
1. Orang yang berakad

Ulama figih telah sepakat dan menyatakan bahwa orang yang melakukan

akad jual beli harus memenuhi syarat ketentuan berikut:

a. Berakal.
Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal
hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz,
menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa
keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah,
maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian
bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain,
mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak
dibenarkan menurut hukum Islam. Transaksi yang dilakukan anak
kecil yang mumayyiz yang mengandung manfaat dan mudarat
sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang,
dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya
mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.
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Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual
dalam waktu yang bersamaan.
2. Syarat yang terkait dengan ijab Kabul
Ulama figih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah
kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad
berlangsung. ljab dan qabul harus diungkapkan secara jelas dalam
transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli
dan sewa-menyewa, dan akad nikah.

Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti
wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup
dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya,
ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila ijab dan kabul
telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang
telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik
pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.
Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan gabul itu adalah
sebagai berikut: ( Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau
telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-
syarat seperti telah dikemukakan diatas.

a. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual tas
ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan

harga sepuluh ribu.
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b. ljab dan gabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah
pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah
yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli
beranjak  sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan
aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia
mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli
ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus

dijawab langsung dengan kabul.

Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki
mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu
dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir.
Namun, ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa
jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan
dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah ( Skripsi Disa Nusia
Nisrina, 2015: 23-31).

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan gabul tidak lagi
diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil
barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan
menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di
supermarket, mall, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam figih Islam

disebut dengan bay’ al-muatah.
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Terdapat perbedaan pendapat ulama figih dalam perwujudan ijab
dan kabul melalui tindakan seperti ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa
jual beli seperti ini, hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah
merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu negeri, karena hal
tersebut telah ada unsur rida (suka sama suka) dari kedua belah pihak
sesuai dengan yang terkandung dalam QS. An-Nisa /4: 29.

Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh
pembeli telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur
kerelaan. Menurut mazhab Syafi’i (kecuali Imam Nawawi dan al-
Baghawi) tetap mensyaratkan adanya ucapan yang jelas atau paling tidak
sindiran melalui kalimat ijab dan kabul, karena itu dalam pandangan
mereka bay’ al-mu’atah tidak sah, baik transaksi itu dalam jumlah yang
besar maupun yang kecil. Alasan mereka adalah unsur terpenting dari jual
beli adalah unsur kerelaan, karena itu ia perlu dinyatakan lewat bentuk
lisan atau kata-kata (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

Pandangan mazhab Syafi’i ini terlalu formalistik dan sederhana.
Dimana pandangan klasik ini mencerminkan zamannya pada saat itu.
Dalam era ilmu pengetahuan dan teknologi modern dewasa ini, sepertinya
akan mendapat kesulitan untuk menerapkannya karena dengan
kecanggihan teknologi, suatu transaksi dapat dilakukan tanpa berhubungan
sama sekali dengan seseorang atau tanpa adanya tawar-menawar,
sebagaimana yang berlaku dalam pasar-pasar swalayan.

Menurut pengikut ulama mazhab Syafi’i, seperti Imam Nawawi
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dan al-Baghawi menyatakan bahwa jual beli al-mu’atah tersebut adalah

sah, jika sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu.

Menurut sebagian ulama mazhab Syafi’i lainnya, membedakan antara jual

beli dengan transaksi yang besar dan yang kecil. Apabila yang

diperjualbelikan itu dalam transaksi yang besar, maka jual beli al-mu atah
ini tidak sah, tetapi apabila jual beli ini dilakukan dalam transaksi yang

kecil, maka jual beli ini hukumnya sah (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015:

23-31).

3. Syarat barang yang diperjualbelikan

a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya
disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan
semuanya karena masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu
bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual dan
barang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Olehnya itu
bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena
menurut syara’ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak
boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau
emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

d. Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
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4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang
yang dijual. Terkait dengan masalah tukar ini, ulama figih membedakan
as-samn dengan as-si 7. Menurut ulama, as-samn adalah harga pasar yang
berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si'r
adalah modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum
dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu
harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga
jual dipasar). Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah as-
samn. Ulama figih mengemukakan syarat as-samn sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti
pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu
dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas
(Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (al-mugayyadah), maka
barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan
syara’, seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak

bernilai dalam syara’.
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Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama
fikih mengemukakan beberapa syarat lain juga sebagai berikut:
1. Syarat sah jual beli
Ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah
apabila terpenuhi dua hal, yaitu:

a. Jual beli terhindar dari cacat, seperti Kkriteria barang yang
diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, kuantitas,
jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan,
mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu
rusak.

b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang
itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang bisa dikuasai
penjual dan adapun barang yang tidak bergerak, bisa dikuasai oleh
pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan urf
(kebiasaan) setempat ( Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli
Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad itu punya
kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri

(barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait

dengan barang tersebut). Akad jual beli tidak bisa dilaksanakan apabila

orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk secara
langsung melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili

orang lain dalam jual beli.
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Dalam hal lain, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu
dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka
barulah hukum jual beli itu bisa diberlakukan. Jual beli seperti ini dalam
figih disebut bay’ al-fuduli. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan
ulama figih mengenai hal ini. Ulama mazhab Hanafi membedakan antara
wakil dalam menjual barang dan membeli barang. Menurut mereka,
apabila wakil itu ditunjuk untuk untuk menjual barang, maka tidak perlu
mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi,
apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu
dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya.

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, jual beli oleh wakil pada al-
bay’ al-fuduli, baik wakilnya itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu
barang maupun ditunjuk untuk menjual suatu barang, baru dianggap sah
apabila terdapat izin dari orang yang diwakilinya.** Menurut mazhab
Syafi’i dan az-Zahiri, al-bay’ al-fuduli tidak sah, sekalipun diizinkan oleh
orang yang mewakilkan itu. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW.
yang artinya: “tidak sah jual beli, kecuali sesuatu yang dimiliki
seseorang.” (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama figih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru
bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam
khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila

jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum
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mengikat dan masih bisa dibatalkan. Apabila syarat itu terpenuhi secara

hukum, maka jual beli itu dianggap sah dan mengikat. Karena itu pihak

penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut (

Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

4. Barang yang Boleh Dijual Belikan

Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual belikan. Ada

beberapa Kriteria yang harus diperhatikan:
a. Pertama ada manfaatnya.
b. Kedua suci.

Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis,
atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjual belikan. Lalu bagaimana dengan
benda yang mutanajis?. Tentu barang yang mutanajis boleh diperjual belikan
dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutanajis adalah benda
suci kena najis. Misalnya buah kopi dimakan Luak. Kopi yang dimakan Luak,
kemudian menjadi kotoran Luak dan tidak hancur, tetap bentuknya biji kopi,
boleh dijual belikan setelah disucikan (Jurnal, Apipudin).

Persoalannya sekarang, bagaimana kalau kopinya ketika menjadi kotoran
Luak hancur, itu termasuk najis bukan mutanajis lagi. Alhasil tidak sah diperjual
belikan, karena tidak bisa disucikan. Barang yang dijual belikan selain suci dan
manfaat juga harus dapat dilihat (di hadapan). Boleh tidak terlihat (ghaib), tetapi
harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan
sifat-sifat barang tersebut. Dari sini lahir persoalan, bagaimana kalau barang

tersebut belum ada di tangan ?.
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Misalnya menjual ikan yang masih di empang, danau, sungai atau menjual
burung yang ada di angkasa? Jual beli seperti ini mayoritas ulama sepakat tidak
membolehkannya. Hal ini tentu berbeda dengan komentar yang diutarakan oleh
Ibnu Umar dan Umar bin Abdi al-Aziz, menurutnya menjual burung yang ada
diangkasa, ikan yang ada di laut dan sejenisnya diperbolehkan. Argumen yang
dibangun oleh Ibnu Umar dan Umar, hal ini bukan maksud membeli ikan, atau
burungnya. Melainkan menikmati keindahannya (Jurnal, Apipudin).

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi
empat macam, yaitu:

1. Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara
menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar
belakangan.

2. Jual beli mugayadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang
dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli muthlag, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah
disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

Transaksi jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli
barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar
lainnya, seperti uang perak dan uang kertas (Skripsi Disa Nusia Nisrina,

2015: 33-37).

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Jika ditinjau dari segi



28

hukum Islam, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum Islam

dan batal menurut hukum Islam, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan
pendapat Imam Tagiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

U A4 e ahpARN) 8 C5 sla 5ecc S A B (e kA ¢ 3

Artinya: Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan

secara sohir, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

(jual beli), dan 3) jual beli benda yang tidak ada barangnya.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual
beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti
membeli beras di Pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian
ialah jual beli salam (pesanan).

Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang
tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang
seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan
barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga
yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam salam berlaku semua syarat-syarat jual
beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:

a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin
dijangkau oleh pembeli di Pasar, baik berupa barang yang dapat ditakar

secara jujur, ditimbang, maupun diukur.
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b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan
memperendah harga barang itu secara jujur dan terbuka kepada pembeli,
umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, kalau
kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang
dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas
barang tersebut secara jujur dan langsung dijelaskan secara rinci.

c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa
dipasarkan dalam jual beli (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 33-37).

d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad ketika berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada ditempat serta tidak dapat dilihat ialah jual
beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu keberadaannya
atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian
atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
Sementara itu, merugikan dan menipu dan menghancurkan harta benda seseorang
tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur, pisang dan apel serta yang
lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan
perbuatan gharar, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

ladlia 535 Ja Lall ot de o ipls adle all e A 5 a2 3 G

sl V) delaadl ol gy i L1 40

Artinya: Bahwasanya Nabi saw melarang kita menjual buah-buahan sebelum
nyata baiknya. Larangan tersebut berlaku terhadap si penjual dan si

pembeli.
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Mazhab Hanafi meruju’ pada hadits Rasulullah SAW. Dari Umar:
LAda; s Ao JA 3l Y
Artinya: Janganlah kamu melakukan transaksi salam tentang kurma sebelum
tampak kebaikannya.

Golongan Malikiyah beranggapan bahwa gharar yang terdapat dalam
salam sangat besar bila barang yang dipesannya belum ada contohnya pada saat
transaksi dan seakan-akan hal ini menyerupai jual beli barang yang belum pernah
terjadi, sekalipun salam itu sudah ditentukan barangnya. Tetapi, barang pesanan
ini berada dalam jaminan. Oleh karenanya, hal itu berbeda dengan jual beli
barang yang belum pernah terjadi.

Para ulama sepakat bahwa salam itu hanya berlaku pada barang yang
berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat
tertentu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan salam pada barang yang
berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau
menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.

Ditinjau dari sudut pandang pelaku akad jual beli (subjek), jual beli
terbagi menjadi tiga bagian yang harus kita ketahui, yaitu dengan lisan
(diucapkan), dengan perantara, dan dengan perbuatan yang dilakukan. Akad yang
dilakukan dengan lisan (ucapan) adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan
orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang dapat dimengerti, merupakan
pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam
akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan

pernyataan.
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Penyampaian akad jual beli melalui utusan tanpa perantara yang
dilakukan baik secara tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul
dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual
dan pembeli tidak berhadapan atau berjauhan dalam satu majelis akad, tetapi
melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan syara’.

Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan
bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli
saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan
giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan
istilah mu’athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul,
seperti seseorang mengambil sabun yang sudah bertuliskan label harganya,
dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada
penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab gabul antara
penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi’iyah tentu hal ini dilarang,
sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli.

Tetapi sebagian Syafi’iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan
jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa
ijab kabul terlebih dahulu. Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang
dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada

pula yang terlarang tetapi sah (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 33-37).
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6. Jual Beli yang Terlarang
Jual beli yang dilarang menurut Islam dan batal hukumnya adalah sebagai
berikut:
a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala,
bangkai, dan khamar sejenis najis berat, Rasulullah SAW. bersabda:
S 085 5aa S (R 106 s adle AU s 0 O Lagie A ny ek 0 e
(o o15) 10
Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Nabi saw. bersabda,
“Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang
memabukkan itu haram.” (H.R. Muslim) (Teungku
Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011: 241).
b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan
dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram
hukumnya sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

351250 el ¢ A canal ol g, J3B e 0@ e G L&

Artinya: Nabi saw. melarang kita menerima harga mani (sperma)
hewan pejantan (landuk) (Teungku Muhammad Hasbi Ash-

Shiddieqy, 2011: 246).
c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya yang
belum lahir. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan
tidak tampak oleh mata, kemudian jika anak binatang itu lahir, juga belum

dapat dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna, kurang sempurna,
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jantan atau betina. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:
g e A g gl Ul e all g gl Be sl all oy Sab i all e Edaa

alse 5 il ol 5, A0a) s

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra.: Rasulullah saw.
telah melarang jual beli Habalul-habalah (janin dalam
kandungan) (Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,
2011: 246).

d. Jual beli dengan muhagallah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah,
muzabanah. Bagalah berarti tanah, sawah, ladang, dan kebun, maksud
muhagallah disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang
atau disawah. Hal ini dilarang sebab ada persangkaan riba didalamnya.

Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang
belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau,
mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena
barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut
jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si
pembelinya. Jual beli mulamasah, vyaitu jual beli secara sentuh-
menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan
tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain
tersebut. Seperti halnya baju yang terbungkus dalam plastik atau
terbungkus dalam lipatannya, tidak boleh dijual sampai baju tersebut

dibuka dan dilihat didalamnya, karena jika baju tersebut dijual tanpa
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terlebih dahulu dilihat, maka jual beli tersebut dikategorikan sebagai
penipuan (Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 33-37).

Hal ini dilarang karena mengandung tipuan atau gharar dan
kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang
mengakibatkan batalnya jual beli. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual
beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan
kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa
yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli.
Seperti juga ketika seseorang melempar atau menyerahkan pakaiannya
kepada pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya kepada
lelaki tersebut tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing pihak
berkata “baju ini dibeli atau ditukar dengan baju itu.” Hal ini dilarang
karena mengandung unsur penipuan dan tidak ada ijab kabulnya atau
serrah terima. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang
basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan
bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan
merugikan pemilik padi kering. Seperti halnya memperjual belikan buah
zaitun dengan minyak zaitun, ketumbar dengan minyak ketumbar, keju
dengan mentega juga tidaklah boleh dan tidak dibenarkan menurut hukum
Islam.

Disamping itu, pembeli biji-bijian (dan sejenisnya) dengan barang
tertentu berasal dari hasil olahan biji-bijian tersebut belum dapat diketahui

apakah yang akan dihasilkan itu berjumlah sedikit ataukah lebih banyak,
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karena itu jual ini dilarang karena termasuk penipuan dan taruhan.
Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits:

Artinya: Dari Anas ra. Berkata: Rasulullah saw melarang jual beli
dengan cara muhagallah, mukhadharah (menjual buah-
buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan),
mulamasah (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh),
munabadzah (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan),
muzabanah (Hendra S dan Tim Redaksi Jabal, 2010: 280).

Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan oleh
seseorang. Menurut Imam Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua
arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual baju ini kepadamu
dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.

Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir sama
dengan jual dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap
sebagai syarat, seperti seseorang berkata: “aku jual rumahku yang butut
ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih
jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang
kedua menurut Imam pendapat Syafi’i.

Jual beli gharar (menipu), yaitu jual beli yang samar-samar sehingga ada
kemungkinan terjadi penipuan yang mengakibatkan kemudaratan kepada
pembeli, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang
tanah yang atasnya kelihatan bagus, tetapi dibawahnya jelek. Penjualan

seperti ini dilarang, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang artinya:
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“Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti ini
termasuk gharar, alias menipu.” (HR. Ahmad). Rasulullah saw. juga
bersabda:

deleall ol Rl g e 53 Loaal o e s adle 4l Jim all 0505 (45

oY)

Artinya: Rasulullah saw. melarang jual beli hashah dan jual beli
gharar (Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, 2008: 226).

h. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti
seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu
bagiannya, misalnya menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada
dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah dan dibenarkan, sebab
yang dikecualikannya jelas barangnya. Namun, bila yang dikecualikannya
tidak jelas (majhul), jual beli tersebut batal dan tidak dibenarkan,
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. bersabda yang
artinya: “Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan muhagallah,
mudzabanah, kecuali bila ditentukan.” (HR. Nasai).

i. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan
kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli yamg
mengakibatkan ketidak percayaan oleh pembeli. Jumhur ulama
berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran atau
ukuran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali kepada orang

lain, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan
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takaran ukuran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk
pembeli yang kedua itu. Rasulullah SAW. bersabda:
5 @l ¢l leliall 438 ¢ 30 a el o (e Akl 5 adle all Ja all 35 (48
dale ool ol 5y g JiAN Elia
Artinya: Rasulullah SAW. melarang menjual makanan hingga
dilakukan dua kali penimbangan (penakaran), penimbangan
(penakaran) dari penjual dan penimbangan (penakaran) dari
pembeli (Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah: 202).
7. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli
Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah
dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain
yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan
penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah
melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya:
pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan
uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah
dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:
Jaaly G 2 AR5 8 SR A Jal O) oy A0S 1) ) S Gl Ty
Artinya: “Hal orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu

menuliskannya dengan benar” (OS. Al-Bagarah: 282).
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Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan,
pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah:

G 136 o (35 an 155 0808 A5 080 11 8 (IS s et ) B0 5
oA Lah1ad) R Lah1ad) i
Artinya: “Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang orang lelaki
(diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorng
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang ridhai,
supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”

(QS. Al-Bagarah: 282).

Dalam ayat tersebut dapatlah difahami bahwa antara penjual dan pembeli
mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus
dipenuhi oleh masing-masing pihak (Jurnal, Shobirin, 2015: 255-256).

1. Akad Bay’ dalam KHES

Pengaturan bay’ dalam KHES termaktub dalam bab 1V (Pasal 56- 90)
dan bab V (Pasal 91-133). Sistematika pembahasan bay’ dalam bab IV
meliputi: Unsur Bay’, kesepakatan penjual dan pembeli, tempat dan syarat
pelaksanaan bay’, bay’ dengan syarat khusus, berakhirnya akad bay’, objek
bay’, hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad bay’, serah
terima barang, akibat bay’, bay’ salam, bay’ istis}na’, bay’ yang dilakukan
olen orang yang sedang menderita sakit keras, bay’ al-wafa’, jual beli
murabahah dan konversi akad murabahah. Untuk lebih jelasnya sistematika
mengenai bay’ dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana

terdapat dalam bab 1V sebagai berikut:
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a. Disebutkan bahwa unsur bay’ terdiri atas: a) pihak-pihak; b) objek; dan
c) kesepakatan. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli
terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam
perjanjian tersebut. Sementara objek jual-beli terdiri atas benda yang
berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak
dan terdaftar maupun tidak terdaftar. Sedangkan kesepakatan dapat
dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna
hukum yang sama. Pada dasarnya kesepakatan dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik
kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Sehingga, ketika
terjadi perubahan akad20 jual-beli akibat perubahan harga maka akad
terakhir yang dinyatakan berlaku (pasal 56-61) (Jurnal, Bagus Ahmadi,
2012: 317-332).

b. Menjelaskan tentang kesepakatan penjual dan pembeli. Penjual dan
pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan
dalam harga. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan
harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau
benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Akad jual beli
terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun
tidak dinyatakan secara langsung. Sementara itu, penjual boleh
menawarkan penjualan barang dengan harga borongan dan persetujuan
pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli

keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. Sebagai
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dampaknya, pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang
diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli
sebagiannya saja. Selain itu, penjual dibolehkan menawarkan beberapa
jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda
(pasal 62-67).

Menyebutkan tentang tempat dan syarat pelaksanaan bay’. Tempat jual
beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad
jual beli. Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar atau pilih selama
berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya
pertemuan tersebut. ljab menjadi batal jika salah satu pihak
menunjukkan ketidak sungguhan dalam mengungkapkan ijab dan
gabul,24 baik dalam perkataan maupun perbuatan sehingga tidak ada
alasan untuk melanjutkan jual beli. ljab dianggap batal apabila penjual
menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan
pernyataan kabul. Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab
yang pertama (pasal 68-72).

. Memaparkan tentang bay’ dengan syarat khusus. Syarat khusus yang
dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika
menguntungkan pihak-pihak. Apabila jual beli bersyarat hanya
menguntungkan salah satu pihak maka jual beli tersebut dipandang
sah, sedangkan persyaratannya batal (Pasal 73-74) (Jurnal, Bagus

Ahmadi, 2012: 317-332).



€.

41

Menyebutkan tentang hak yang berkaitan dengan harga dan barang
setelah akad bay’. Penjual mempunyai hak untuk ber-tasarruf terhadap
harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut. Jika
barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak,
pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada
pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut. Namun, hal itu tidak
berlaku bagi barang yang bergerak. Penambahan dan pengurangan
harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan
sesuai dengan kesepakatan para pihak (pasal 79-80).

Membahas tentang serah terima barang. Setelah akad disetujui,
pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual dan
penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada
pembeli. Pembeli berhak atas barang tersebut dan penjual berhak atas
uang. Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis dan/atau
kondisi barang yang dijual tersebut dan wajib memperhatikan
kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Jika pembeli berada pada
pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau jika pembeli dari jarak
dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin
yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang
dianggap sebagai penyerahan barang tersebut (pasal 81-82). Barang
yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada
tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung. Pembeli

memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang
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di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli, jika ia baru
menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai
proses akadnya. Pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai
dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad (pasal 85) (Jurnal,

Bagus Ahmadi, 2012: 317-332). Sedangkan sistematika mengenai bay’

dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana terdapat dalam

bab V sebagai berikut:

1. Memaparkan tentang akibat bay’. Jual beli yang sah dan mengikat
berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Jual-beli yang
batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan. Sedangkan barang
yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah
barang titipan. Sehingga pembeli harus mengganti barang yang
telah diterimanya tersebut, jika barang itu rusak karena
kelalaiannya. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar
maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang
tersebut pada saat penyerahan (Pasal 91-92).

2. Menuturkan tentang bay’ salam. Akad bay’ salam terikat dengan
adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa. Akad bay’
salam tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.
Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan
kualitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan
takaran atau timbangan dan atau meteran. Spesifikasi barang yang

dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Bay’
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salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu,
dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Pembayaran
barang dalam bay’ salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat
yang disepakati (Pasal 100-103) (Jurnal, Bagus Ahmadi, 2012:

317-332).

Skema Bai’ as-Salam

Produsen ditunjuk oleh Bank
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Tunai B BA;{\ dengan Kriteria
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Gambar 2.1 Akad Bai’ Salam

3. Akad ljarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Pengaturan tentang ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah
terdapat dalam bab X (Pasal 251-290). Cakupan pembahasannya meliputi:

a. Rukun ijarah yang terdiri atas; a) pihak yang menyewa; b) pihak yang
menyewakan; c) benda yang diijarahkan; dan d) akad sighat akad
ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas dan dimengerti. Akad
ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat. Akad ijarah
dapat dirubah, diperpanjang atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan
bersama. Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan

datang(Jurnal, Bagus Ahmadi, 2012: 317-332).
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b. Syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah. Untuk menyelesaikan
suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus
mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Akad ijarah
dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan tatap muka maupun jarak
jauh. Pihak yang menyewakan benda tersebut haruslah pemilik aslinya
tanpa melalui perantara, wakilnya atau pengampunya. Penggunaan
benda ijarah harus dicantumkan dalam akad ijarah. Jika penggunaan
benda ijarah tidak dinyatakan secara pasti dan jelas dalam akad maka
benda ijarah digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan yang
berlaku. Jika salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada maka akad
itu batal. (pasal 257-262).

c. Uang ijarah dan cara pembayarannya. Jasa penyewaan dapat berupa
uang, surat berharga dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Jasa
penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran
didahulukan, pembayaran setelah objek ijarah selesai digunakan, atau
dihutang berdasarkan kesepakatan. Uang muka ijarah yang sudah
dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan
jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Uang
muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan
jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa

(pasal 263-264), (Jurnal, Bagus Ahmadi, 2012: 317-332).
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d. Penggunaan objek ijarah. Penyewa dapat menggunakan objek ijarah
secara bebas jika akad ijarah dilakukan secara mutlak. Penyewa hanya
dapat menggunakan objek ijarah secara tertentu jika akad ijarah
dilakukan secara terbatas. Penyewa dilarang menyewakan dan
meminjamkan objek ijarah kepada pihak lain kecuali atas izin dari
pihak yang menyewakan. Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak
penyewa meskipun benda ijarah tersebut tidak digunakan (pasal 265-
267).

e. Pemeliharaan objek ijarah, tanggung jawab kerusakan dan nilai serta
jangka waktu ijarah. Pemeliharaan objek ijarah adalah tanggung
jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Kerusakan
objek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab
penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad. Jika objek ijarah rusak
selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa maka
pihak yang menyewakan wajib menggantinya. Jika dalam akad ijarah
tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas
kerusakan objek ijarah maka hukum kebiasaan yang berlaku di

kalangan mereka yang dijadikan hukum (pasal 268-270).

2. Akad Wadi‘ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Permasalahan wadi ‘ah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah
bab XIV (Pasal 370-390). Pembicaraan akad wadi‘ah dalam bab XIV

mencakup:
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a. Rukun dan syarat wadi‘ah. Rukun wadi ‘ah terdiri atas: a) muwaddi’l
penitip; b) mustawda’l penerima titipan; ¢) wadi ‘ah bih/ harta titipan;
dan d) akad. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.
Para pihak yang melakukan akad wadi> ‘ah harus memiliki kecakapan
hukum. Harta wadi‘ah harus dapat dikuasai dan diserahterimakan.
Muwaddi’ dan mustawdi’ dapat membatalkan akad wadi‘ah sesuai
kesepakatan (pasal 370-373).

b. Macam-macam akad wadi‘ah. Akad wadi‘ah terdiri akad wadi‘ah
amanah dan akad wadi‘ah damanah. Dalam akad wadi‘ah amanah,
mustawdi’ tidak dapat menggunakan wadi‘ah bih, kecuali atas izin
muwaddi’. Dalam akad wadi‘ah amanah, mustawdi’ dapat
menggunakan wadi ‘ah bih tanpa seizin muwaddi’. Mustawdi’ dalam
akad wadi ‘ah damanah dapat memberikan imbalan kepada muwaddi’
atas dasar sukarela. Imbalan yang diberikan tersebut tidak boleh
dipersyaratkan di awal akad (pasal 374-375) (Jurnal, Bagus Ahmadi,
2012: 317-332).

c. Penyimpanan dan pemeliharaan wadi‘ah bih. Mustawdi’ boleh
meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan wadi ‘ah bih.
Mustawdi’ harus menyimpan wadi ‘ah bih di tempat yang layak dan
pantas. Jika mustawdi’ terdiri atas beberapa pihak dan wadi‘ah bih
tidak dapat dibagi-bagi maka salah satu pihak dari mereka dapat
menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain,

atau mereka menyimpannya secara bergiliran. Jika wadi ‘ah bih dapat
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dipisah-pisah maka masing-masing muwaddi’ dapat membagi-bagi
wadi‘ah bih sama besarnya sehingga setiap pihak menyimpan
bagiannya. Setiap pihak yang menyimpan bagian dari wadi‘ah bih
dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung-jawabnya
kepada pihak lain tanpa izin dari muwaddi’. Jika muwaddi’ tidak
diketahui keberadaannya, mustawdi’ tetap harus menyimpan wadi ‘ah
bih sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa muwaddi’ telah tiada.
Mustawdi’ dibolehkan memindahtangankan wadi‘ah bih setelah
mendapat persetujuan dari pengadilan. (Jurnal, Bagus Ahmadi, 2012:

317-332).

B. Prinsip-Prinsip Jual Beli Online
1. Pengertian Jual Beli Online

Pelaksanaan transaksi jual beli online saat ini semakin viral hari ini dengan
muncul media internet, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi
jual beli online ini semakin baik, nyaman dan beragam macam situs. Namun,
seperti yang kita pahami bahwa dalam sistem transaksi jual beli online produk
yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang
tidak bisa dijamin dan juga tidak dapat dipercaya kebenarannya. Untuk itu sebagai
pembeli, maka sangat penting dan dianjurkan mencari tahu kebenaran apakah
barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak dengan standar.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah sistem

persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang
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menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang
yang dijual. Menurut Rahmat Syafe’i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran
sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam bentuk barang yang disepakati (Rahmat
Syafe’i, 2001: 73).

Kata Online tersusun dari dua kata, yaitu On yang diadopsi dari bahasa
(Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis,
lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam
jaringan” atau dalam koneksi jaringan internet. Online adalah keadaan terkoneksi
dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan
secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi dengan mudah, baik komunikasi
satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi
dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Online bisa diartikan sebagai
keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat
lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi (Sederet.com”,
Online Indonesian English Dictionary, 5 Februari 2016).

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online
adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak
yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang
yang dijual. Jual beli secara online yang menerapkan sistem jual beli online di
internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli
dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan internet menggunakan

handphone, komputer, tablet, dan contoh lain-lain.
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2. Perkembangan Bisnis Online di Indonesia

Dengan semakin banyaknya pengguna internet di seluruh dunia, bisnis
online menjadi salah satu hal yang menjamur akhir-akhir ini. Di Indonesia sendiri
banyak sekali terdapat bisnis online, baik dalam skala kecil hingga besar. Dengan
menjamurnya bisnis online yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan
pedagang ini, tingkat penipuan dalam bisnis online pun semakin meningkat.

Di Indonesia sendiri, keberadaan bisnis online syariah (bisnis berbasis
syariat) bisa dikatakan mulai berkembang. Kini semakin banyak masyarakat yang
sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur dan sesuai dengan hukum Islam.
Keberadaan bisnis online syariah ini juga tak terlepas dari peran perbankan
syariah yang tumbuh secara positif di Indonesia. Sistem ekonomi syariah yang
kini tengah populer di masyarakat membuat banyak orang beralih ke bisnis online
yang sesuai dengan aturan Islam ini. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai
bisnis ini ?.

Pada dasarnya, bisnis online ini sama dengan bisnis offline seperti
biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu
dijalankan. Dalam bisnis offline, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan
untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis online menggunakan media
internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli
dan penjual saling tak tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan
(Jurnal, Tira Nur Fitria, 2017:56).

3. Dasar Hukum Jual Beli Online

Perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam


http://mysharing.co/topik/berita/bisnisdankeuangan/
http://mysharing.co/topik/berita/bisnisdankeuangan/
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setiap transaksi jual beli online adalah sebagai berikut:
1. UU ITE (UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik).
2. UUPK (UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
3. PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik (Jurnal Nurmasyithah Ziauddin, 2017: 110).

Selain perundang-undangan diatas, berikut dasar hukum jual beli online
menurut hukum Islam:
a. Al-Quran: Firman Allah (QS. Al-bagarah: 275):
a3l 3355 &l AT YT

Artinya: “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

b. Hadits:
Ibnu Abbas berkata, “saya bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang
ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh
Allah dalam kitabnya.” Lalu ia membaca QS. Al-Bagarah (282):
b8 LAad JT o) ol 3106 13) 1giaT nddl g1 6
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”
c. ljma:

Berdasarkan ijma’ Ulama, Ibnu Mundzir berkata, :
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Para Ulama telah brijma’ bahwa akad salam adalah boleh karena
masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan dan
barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau
untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga
akad salam ini dibolenhkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan

tersebut.” (Jurnal Nurmasyithahziauddin, 2017: 110).

Selain dari hukum Islam, dasar hukum tentang jual beli transaksi
elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:
a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu, transaksi
Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan
komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam
pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: dengan pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilaksanakan berdasarkan dasar
kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan
untuk memilih teknologi atau netral teknologi. Pada pasal 4 UU ITE
tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu (Republik
Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2). Kegunaan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan berbangsa sebagai bagian dari masyarakat

informasi dunia.
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2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia Yyang
makmur. Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik
ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE.
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup
publik ataupun privat. Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHP
perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak (Republik
Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17).

b. Buku Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)
Transaksi Jual beli sebuah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1313 KUHP Perdata, yaitu: Suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih. Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk
perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan
sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan
yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual

(Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003:7).

Dijelaskan dalam kitab 11l KUHP perdata telah dijelaskan
mengenai perikatan yang menganut asas keterbukaan atau kebebasan
berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam
membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum,

suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal.
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Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHP perdata
yang menganut asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari KUHP
perdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHP perdata yang
mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu: Semua perjanjian yang
telah dibuat secara sah dan benar menurut hukum yang berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang diberikan
kebebasan untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan
tidak bertentangan dengan aturan syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu
memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal
1320 KUH Perdata, yaitu: Sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Kesepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal (Republik Indonesia, Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, Pasal 1320).
4. Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah
Hukum kontrak atau perjanjian menurut sudut pandang Islam disebut
dengan “Akad” yang diadopsi dari bahasa Arab “Al Aqd” yang mempunyai arti
perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (Al Ittifag), dan transaksi. Tidak
bermaksud dengan mengurangi makna dan unsur yang terkandung di dalamnya,
maka dalam penulisan artikel ini istilah yang dipergunakan adalah perjanjian

(dalam ruang lingkup jual beli).



54

Menurut pendapat Wahab al Zuhaili dan Ibnu Abidin, sebagaimana yang
diadopsi oleh Abdul Manan (2006: 32). Wahab al Zuhaili menggunakan dengan
istilah “kontrak” (akad) yang secara terminologi dapat diartikan hubungan
pertalian antara ijab dan gabul sesuai dengan kehendak syari’ah (Allah dan Rasul-
Nya) yang dapat menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Ijab dan gabul yang
dimaksud untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para
pihak yang bersangkutan terhadap kontrak yang disepakati kedua belah pihak.

Oleh karena itu ijab dan gabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas
masing-masing pihak yang melakukan kontrak tersebut. Menurut pendapat Hasbi
Ash Shiddigie dalam Kkitabnya Memahami Syari’at Islam, sebagaimana diambil
oleh Abdul Manan, menyenutkan bahwa suatu kontrak (baca perjanjian) harus
memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan harus dilaksanakan dan
suatu keharusan untuk dilaksanakan yaitu Sighat Al-Aqd, Mahallul Aqd, Al
‘Agidaian dan Maudh'ul Aqd (Abdul Manan, 2016: 39-42).

a. Sighat Al-Aqgd (ljab gabul).

Formulasi ijab gabul dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan

melalui perkataan dengan ucapan lisan yang sudah diikrarkan, tulisan atau

isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau bisu boleh dengan
menggunakan tulisan. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan

(fi“li) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan

suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan al mu“athah. Tidak ada

petunjuk baik dalam Al-Qur*an maupun Al-Hadits yang mengharuskan

penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan ijab gabul
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yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab gabul dapat dilaksanakan

menurut kebiasaan atau adat yang biasa terjadi ditermngah masyarakat

(urf) sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu dibenarkan.

Menurut Wahbah Zuhaili (Abdul Manan, 2016:39) ada tiga

ketentuan yang harus dilaksanakan agar suatu ijab gabul dinyatakan sah

serta memiliki akibat hukum yang sesuai menurut hukum Islam, yakni:

1. Jala’ul ma’na, yaitu tujuan dalam pernyataan itu jelas.

2. Tawafug, yaitu adanya kesepakatan antara ijab dan gabul.

3. Jazmul iradataini, antara ijab dan gabul menunjukkan kehendak para
pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di

bawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.
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Dalam transaksi online, buyer, setelah melihat-lihat daftar barang
dan harga berikut prosedur pembayaran dan pengirimannya, apabila ia
menyetujui aturan-aturan yang tercantum pada form tata cara pembelian
maka ia akan melakukan proses order dengan mengisi form pembelian dan
diakhiri dengan klik "OK”.

Dengan buyer melakukan klik "OK” dapat dipahami jika buyer
telah setuju untuk terikat perjanjian jual beli dengan merchant. Sehingga
telah terjadi kesepakatan antara pihak merchant dengan buyer, yang mana
pihak merchant sepakat untuk mengirimkan barang yang dipesan dan
buyers sepakat untuk menyerahkan uang (melalui transfer bank, kartu
Kredit/debit, ATM). Namun apabila buyer keberatan dengan apa yang
tercantum dalam form, maka dapat mengabaikannya dengan menghentikan
transaksi (tekan cancel atau close).

Tindakan buyer agar berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam
membaca peraturan mengenai cara pemesanan, cara pembayaran dan cara
pengiriman barang yang dibuat dan di posting oleh merchant merupakan
upaya agar terhindar dari kesalahan melakukan transaksi yang tidak
dikehendaki, sehingga apabila buyer setuju dengan peraturan tersebut ia
akan menekan tombol "OK”, dan manakala tidak setuju ia akan menekan
tombol ”cancel” ( Skripsi Disa Nusia Nisrina, 2015: 23-31).

Mahallul ‘Aqd (obyek perjanjian).
Objek perjanjian dalam muamalah jangkauannya sangat luas,

bentuknya pun bermacam-macam satu dengan yang lain. Para pakar
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hukum Islam (fugaha) telah menyepakati bahwa obyek perjanjian harus

memenuhi empat syarat yang harus diikuti yaitu (Manan; 2006:40) :

1. Obyek sudah ada secara konkrit ketika perjanjian dilangsungkan, atau
diperkirakan ada pada masa yang akan datang.

2. Dibenarkan syara’ hukum Islam.

3. Obyek dapat diserahkan sebelum tiba masuk waktunya ketika terjadi
perjanjian, namun tidak harus seketika itu melainkan dapat diserahkan
pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak perjanjiian.

4. Obyek jelas dan dapat ditentukan (mu'ayyan) dan harus diketahui
penjual dan pembeli oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
Selain itu untuk mencegah terjadinya sengketa kecurangan atau timbul
hal-hal yang tidak diinginkan, para fugaha telah membedakan dua
macam kekeliruan yang biasa terjadi (Abdul Manan, 2006:46) :

a. Kekeliruan pada jenis-jenis objek yang sudah disepakati dalam
perjanjian, dipandang sebagai kesalahan berat dan fatal akibatnya
yang dapat menyebabkan tidak sahnya perjanjian sehingga sejak
awal batal demi hukum.

b. Kekeliruan kesalahan pada sifat perjanjian, dipandang sebagai
kesalahan ringan yang tidak sampai merusak agad, karena agad
dipandang sah tetapi bagi pihak yang merasa dirugikan dengan
adanya perjanjian itu dapat meminta pembatalan kepada

pengadilan.
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Dalam transaksi jual beli online, buyer dapat melihat barang atau
jasa yang hendak ditawarkan kepada pembeli pada layar monitor, namun
barang tersebut tidak bisa seketika diperoleh oleh pembeli karena harus
menunggu dikirim oleh pihak merchant. Lamanya masa pengiriman
tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) buyer, apakah di tengah
kota atau daerah yang terpencil, di luar pulau bahkan negara yang berbeda.

Menurut sudut pandang Ekonomi Islam keadan demikian
dibolehkan, sepanjang obyek yang diperdagangkan bukan barang yang
diharamkan dalam syariat Islam seperti minuman keras (khamar),
majalah/buku/VCD porno, makanan kaleng yang mengandung zat yang
diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang
terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya
hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, hasil
penjarahan, bebas dari unsur ribawi, gharar dan maisyir. Selain itu pihak
merchant wajib memastikan bahwa barangnya telah ada atau segera
dibuatkan dan siao dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada
toko virtualnya (web).

Al’aqgidaian (Pihak-Pihak yang Melaksanakan Perjanjian).

Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian (subjek hukum) adalah
manusia dan badan hukum. Dalam hal subyek hukum ini maka hal yang
perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (ahliyah), kewenangan
(wilayah) dan perwakilan (wakalah). Apabila hal ini telah terpenuhi maka

perjanjian yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan
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syara“ dan sah menurut sudut pandang hukum Islam (Abdul Manan,
2006:42).

Pelaku perjanjian (jual beli online) disyaratkan harus mukallaf (aqil
baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan mumayyiz dan cakap hukum). Jadi
tidak sah perjanjian (jual beli online) apabila dilakukan oleh anak-anak
dibawah umur dan orang gila yang tidak berakal serta orang-orang yang
berada di bawah pengampunan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa
batasan umur pelaku perjanjian diserahkan kepad ‘urf (adat) setempat dan
atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara ataupun beda
negara yang biasanya terjadi didaerah tersebut (Heri Sudarsono; 2003:6).

Dalam hukum Islam dikenal orang-orang yang tidak cakap
bertindak dalam hukum yang disebut sebagai as-syuf ah/mahjur ‘alaih
(tidak cakap bertindak), yaitu orang yang tidak sempurna akalnya dalam
hal memelihara hartanya dan kebaikan tasharruf padanya, dalam hal ini
anak-anak yang belum dewasa, orang gila dan orang yang selalu membuat
mubazir dalam hidupnya (Heri Sudarsono; 2003:41).

Dalam transaksi online yang dilakukan oleh manusia sebagai
subyek hukum adalah sah sepanjang ia adalah orang-orang yang cakap
menurut syara™, namun karena antara merchant dan buyer tidak bertatap
muka secara langsung maka kemungkinan untuk terjadinya penipuan
(tadlis) mengenai usia sangat potensial. Apabila hal ini terjadi maka, pihak
yang dirugikan (merchant) dapat membatalkan perjanjian kepada pihak

yang berwenang atau pengadilan. Menurut pendapat Abdul Halim
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Mahmud Al Ba’ly, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, bahwa
penipuan, kecurangan (tadlis) ada tiga macam (Heri Sudarsono; 2003:6)
yaitu :

1. Kecurangan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang
tidak nyata pada objek perjanjian yang mengakibatkan ketidak puasan.

2. Kecurangan yang berupa ucapan perkataan, seperti berdusta yang
dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian.
Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan
menipu memberi penjelasan yang menyesatkan.

3. Kecurangan dengan menyembunyikan cacat pada objek perjanjian
padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut. Berdasarkan
pernyataan Abdul Halim Mahmud al Ba’ly di atas, maka menurut
penulis, perjanjian jual beli online tetap sah dan tidak melanggar
syara” sepanjang antara pihak merchant dan pihak buyer sama-sama
memiliki itikad baik untuk tidak berbuat curang (bebas dari upaya
penipuan atau tadlis ataupun tipu muslihat atau taghir).

Maksud dari tidak berbuat curang ini adalah dari pihak
merchant apabila telah menerima pembayaran dari buyer maka ia
wajib mengirimkan barang sesuai yang dipesan dan menjamin bahwa
barang yang ia kirimkan itu dalam kondisi baik dan tidak ada cacatnya.
Sedangkan dari pihak buyer, juga harus ada itikad baik bahwa jika ia
belum mukallaf (aqgil baligh,dewasa/bukan mumayyiz dan cakap

hukum) maka tidak membuat transaksi apapun, selain itu segera
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melunasi pembayaran transaksi manakala ia sudah menerima barang
namun baru membayar sebagian dari total harga.
d. Maudhu'ul Aqd (Tujuan Kontrak dan Akibatnya).

Adalah untuk apa suatu perjanjian dilakukan oleh seseorang
dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah, adapun
yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah al musyarri*
(yang menetapkan syariat, yakni Allah sendiri). Dengan kata lain, akibat
hukum dari suatu perjanjian harus diketahui melalui syara® (hukum Islam)
dan harus sejalan dengan kehendak syara™, sehingga apabila tujuannya
bertentangan dengan syara™ adalah tidak sah sehingga tidak menimbulkan
akibat hukum (Abdul Manan; 2006). Menurut Ahmad Azhar Basyir,
sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, syarat sah dari suatu perjanjian
adalah (Abdul Manan; 2006:43) :

1. Tujuan perjanjian tidak merupakan ketentuan yang telah ada atas
pihak-pihak yang bersangkutan tidak mesti dengan perjanjian yang
diadakan, tujuannya semestinya baru ada pada saat agad diadakan.
Seperti Contoh perjanjian ijarah (kontrak kerja) yang dilaksanakan
antara suami istri untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga.
kesepakatan ini tidak diterima sebab tujuan perjanjian telah menjadi
kewajiban istri untuk melakukan pekerjaan itu menurut ketentuan
agama yang telah ditentukan, walaupun tidak adanya perjanjian
tersebut.

2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan
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perjanjian tersebut. contoh dalam perjanjian sewa-menyewa rumah
dalam jangka waktu dua tahun yang telah ditentukan, tujuan tersebut,
jika kemanfatannya yang dirasakan tidak tercapai maka perjanjian
menjadi rusak sejak tujuannya hilang.

. Tujuan perjanjian harus dibenarkan syara™ Islam, jika syarat ini tidak
terpenuhi maka perjanjian tidak sah. Contohnya seperti perjanjian riba.
Dalam transaksi online, tujuan yang hendak dicapai merchant adalah
memperoleh sejumlah uang, sedangkan bagi buyer tujuannya adalah
mendapatkan barang/jasa yang ditawarkan, sehingga akibat hukumnya
adalah kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk serah terima uang
dengan barang/ jasa.

Jika masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan
kewajibannya tersebut maka ini dibenarkan syara’, namun jika masing-
masing pihak atau salah satunya ada itikad yang tidak baik untuk tidak
melaksanakan hak atau kewajibannya atau dengan kata lain ada unsur
penipuan (tadlis) dan tipu muslihat (taghir), inilah yang bertentangan
dengan syara“ sehingga tidak diperbolehkan.

Hal yang berlawanan dengan syara™ tersebut misalnya pihak
merchant tidak mengirimkan barang yang di order atau apabila
mengirimkan ternyata tidak sesuai barangnya sebagaimana yang telah
di posting, atau ternyata barang yang dikirim ada cacatnya (Jurnal,

Yulia Kurniaty dan Heni Hendrawati, 2015: 66-70).
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5. Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler Di Indonesia
Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam
mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Saat ini
jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana
pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi
hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.
Di Indonesia yang sering digunakan oleh konsumen jual beli online, yaitu:
a. Transfer Antar Bank
Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang
paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual
online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena
dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya
adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu
setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi
yang dijanjikan (https :// www. maxmanroe. com/ 3- jenis- transaksi- jual-
beli- online- terpopuler- di indonesia. html).
Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang
tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak
jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung
diterima.b.
b. COD (Cash On Delivery)
Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai

proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara
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langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru
kemudian membayar harga barang. Konsumen bisa melihat dengan detail
barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual
beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini
adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi
pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang
berniat jahat (https :// www. maxmanroe. com/ 3- jenis- transaksi- jual-
beli- online- terpopuler- di indonesia. html).
Kartu Kredit
Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin popular, selain
memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu
melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli
mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan
kedua.
. Rekening Bersama
Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini
mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank.
Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan
sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga
pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun
konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak

lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak
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rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah
disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si
pelaku usaha.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih
terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang
benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun
dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada
proses jual beli antar member forum Kaskus.

Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang
menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan
permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan
perangkat seluler atau smartphone (https :// www. maxmanroe. com/ 3-
jenis- transaksi- jual- beli- online- terpopuler- di indonesia. html).
Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online (Bisnis Online)

Adapun keuntungan yang didapat oleh konsumen antara lain :

Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup
terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan
pemesanan barang, dan barang akan diantar kerumah.

Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang
belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs
yang menjual belikan barang apa yang ingin dibeli.

Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan
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pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang
ditawarkan oleh perusahaan.

d. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara
lain secara online.

e. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari
pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk
menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya
(Jurnal, Tira Nur Fitria, 2017:56-58).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen,
penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah
dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual
dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di
seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien.

Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi jual beli
via internet ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat
kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah
merasa dirugikan. Menurut, Sofie (2002:76), di samping keuntungan yang
didapat penjual dan pembeli. Adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:

a. Produk tidak dapat dicoba.

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-
macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila

pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli
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tidak bisa mencoba, maka pengecer online menyediakan ukuran. Pembeli
harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko
berbasis web tidak dapat berisi kain, tingkat kehalusan dan sebagainya.

. Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian pembeli dalam jual beli online adalah barang tidak
sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah
gambar barang yang ditawarkan. Kesamaan dari barang gambar yang Kita
lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin
yang mirip dengan barang awal hanya sembilan puluh persen saja.
Pengiriman mahal.

Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan
tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung dapat diambil. Pemilik
toko online masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan
pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa
JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.

. Resiko penipuan

Dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentan penipuan.
Pastikan belanja pada website online yang terpercaya. Bahayanya uang
akan di transfer ke penjual meskipun produk belum dikirim dan tidak

pernah dikirimkan selamanya (Jurnal, Tira Nur Fitria, 2017:56-58).
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C. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan mengenai masalah ini sepanjang pengetahuan
penulis belum ditemukan judul yang sesuai dengan penelitian ini, mengenai
“Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar dalam Islam”.

Skripsi, Rahma Yahanan Universitas Prof Tabrani Rab (2014), Evolusi
Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali. Skripsi, Lilik Rahmawati IAIN
Sunan Ampel (2014), Konsep Ekonomi Al-Ghazali. Skripsi, Ichsan Igbal STAIN
Pontianak (2012), Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar,
Yulia Kurniaty, Universitas Muhammadiyah Magelang, (2015), Jual Beli Online
Dalam Perspektif Hukum Islam, Tira Nur Fitria, STIE-AAS Surakarta (2017),
Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,
Maka persamaan penelitian ini adalah meneliti pemikiran ekonomi Imam Al-
Ghazali tentang konsep Pasar Islami (Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah). Maka
dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu
adalah : tempat dan waktu penelitian, sampel penelitian objek penelitian, dan

sampel subjek penelitian.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis
penelitian kepustakaan (lybreri research). Jenis penelitian kepustakan adalah
salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya
dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya (Prastowo, 2016:190).

Oleh karena itulah, studi kepustakaan terhadap penelitian yang didominasi
oleh pengumpulan data non lapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan
data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek utama (primer)
sekaligus sekunder (Andi Prastowo, 2016:191).

Adapun, pendekatan merupakan sifat ilmu pengetahuan. Melaluinya, objek
digunakan secara lebih objektif. Dalam kaitannya dengan hal ini, pendekatan
menggunakan sosiologis, ekonomi dan sebagainya (Andi Prastowo, 2016:180).

Jadi, pendekatan memiliki hubungan erat dengan model analisis yang akan
digunakan. Penelitian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komperasi

antara figih Islam dan hukum normatif dalam masalah jual beli onlin.
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Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai bulan Oktober

tahun 2020, yaitu selama 4 bulan, perencanaan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli

Online /2019-2020

Septembe

Oktober

112|3| 4

1

2

3

4

NO | Uraian
Juli Agustus
I |4
1 | Persiapan
2 Pengumpu
lan data
Pengolaha
3 N dan
Analisa
Data
4 Penulisan
laporan

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah ekonomi Islam terhadap

jual beli online. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah undang-

undang perlindungan konsumen.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data—data yang kongkrit, yaitu

dari data primer maupun sekunder yang benar-benar mendukung dalam

pengumpulan data.
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Sumber penelitian tergolong menjadi dua bagian (Sanusi, 2014: 104)

Data primer

Data primer (Sanusi, 2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan
dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang
digunakan berupa buku-buku karangan dari Muhammad Syafi’i Antonio,
Ahmadi Miru, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Nasrun Haroen, 2000,
Figh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta yang menjadi rujukan
utama dalam pembahasan ini.

Data Skunder

Data sekunder (Sanusi, 2014:104) adalah data yang sudah tersedia dan
dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang menjadi

rujukan pendukung berkaitan dengan judul yang penulis buat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik

dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen,

yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-

undangan, Jurnal, Skripsi, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang

memiliki ketertarikan dengan masalah yang diteliti (Andi Prastowo, 2016: 226).
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Teknik dokumentasi dipilih sebagai metode untuk pengumpulan data pada
penelitian di kerenakan sumber penelitian pada penelitian ini dalam bentuk
dokumen. Hal ini juga berdasarkan pada objek penelitian ini adalah tinjauan
Ekonomi Islam terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap Undang-
undang Perlindungan Konsumen.

Adapun cara yang dilakukan dalam teknik dokumentasi yaitu dengan
memberi kode dan menyusunnya menurut tema atau hipotesis yang dimiliki.
Penelitian harus dimulai mengidentifikasikan tema-tema dalam data dan membuat

kode data manurut kategori-kategori dalam data ( Andi Prastowo, 2016: 229).

F. Teknik Analisa Data
Teknis analisis data (Sanusi, 2014:115) adalah mendeskripsikan teknik
analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah
dikumpulkan, termasuk pengujiannya. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang
harus diikuti tentang pengolahan data analisis data dalam penelitian kualitatif
sebagai berikut (Andi Prastowo, 2016: 238).
1. Langkah Permulaan: Proses Pengolahan
Langkah permulaan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu:
a. Proses editing, proses klasifikasi dan proses memberi kode.
b. Klasifikasi. Pada tahapan ini data dan jawaban digolongkan menurut
ketentuan variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator
tertentu seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini

sama dengan menyatukan data sehingga akan mendapat tempat didalam
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kerangka (outlet) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya (Andi
Prastowo, 2016: 238).

c. Memberi kode. Untuk tahap ini, dilakukan penulisan judul singkat
(menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan penulisan
tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan tujuannya agar
memudahkan kita dalam menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan
data serta mudah menempatkannya didalam outlet laporan (Andi

Prastowo, 2016: 238-239).

2. Langkah Lanjut: Penafsiran

Pada tahap ini, data yang sudah diberi tanda kemudian diberi penafsiran.
Analisa data dengan penafsiran yang dilakukan dengan memperkaya informasi
melalui pendekatan filosofis dan hukum Islam. Pendekatan komparasi yaitu
membandingkan antara hukum jual beli online dikaitkan dengan hukum Undang-
undang perlindungan konsumen.

Di dalam pendekatan sosiologis, akan dipaparkan gambaran tentang
tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap
undang-undang perlindungan konsumen. Pemaparan ini pada hakikatnya untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan : “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” tinjauan

ekonomi Islam terhadap jual beli online.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online

Untuk mengetahui apakah jual beli online bertentangan atau tidak ditinjau
dari Ekonomi Syari’ah Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan
rukun jual beli, yaitu:

1. Orang yang Berakad

Secara umum al-‘agid (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan
memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti
orang lain jika ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai
tingkatan mumayyiz dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan
mumayyiz mulai sejak usia minimal 7 tahun.

Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak
kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan ‘aqgid harus baligh, berakal, mampu
memelihara agama dan hartanya. Untuk yang mencakup mengenai harta
kekayaan, diperlukan usia yang lebih besar, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun.
Hal ini berdasarkan pada pendapat Ibnu Qudama bahwa anak dapat melakukan
tindakan yang murni menguntungkan pada usia 12 tahun, sedangkan anak yang

berusia kurang dari 12 tahun dipandang masih anak-anak.
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Dalam transaksi jual beli online, masing-masing pihak yang terlibat
transaksi telah memenuhi kriteria tamyiz, dan telah mampu mengoperasikan
komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang
sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak
mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna,
seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila.

Adapun keberadaan penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi jual
beli online tidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling
tawar-menawar atau interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan
demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

2. Sighat (Lafal ljab dan Kabul)

Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua
pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang
terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna
pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat
hukum terhadap objeknya. Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu
akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad
(contract).

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan
lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan
jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah

menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.
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ljab dan gabul dalam jual beli perantara, baik melalui orang yang diutus,

maupun melalui media tertentu, seperti surat-menyurat, telepon. Ulama fikih telah

sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara, baik dengan utusan atau

melalui media tertentu adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan. Demikian
pula pernyataan Sayyid Sabiq, yaitu:
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Pernyataan Sayyid Sabig ini menjelaskan bahwa sebagaimana transaksi jual

beli biasanya dinyatakan sah dengan ijab kabul, maka demikian pula sah

dengan tulisan apabila kedua orang yang akadnya itu berjauhan tempatnya

atau orang yang akadnya itu bisu.

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan gabul harus jelas dan
dapat dipahami oleh masing-masing kedua belah pihak yang melakukan transaksi
jual beli. Selain itu, pelaksanaan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung
dalam suatu majelis. Adapun ijab dan kabul dibolehkan ditempat yang berbeda
selama antara penjual dan pembeli sudah memahami satu sama lain (Skripsi, Disa
Nusia Nisrina, 72-80).

Pengertian satu majelis tidak sekedar pertemuan dalam satu ruangan
secara fisik antara penjual dan pembeli, karena itu transaksi jual beli lewat sarana
jarak jauh apa saja dapat dikategorikan sebagai satu majelis. Termasuk juga via
telepon, internet, atau media cetak dan elektronik lainnya, asalkan masih dalam

konteks yang sama, yaitu akad jual beli. (Skripsi, Disa Nusia Nisrina, 72-80).
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Mengenai satu majlis ini, Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa maksud
satu majlis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus
berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seseorang duduk ditempat yang lain
dan seorang lagi berada ditempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontrak
hubungan bisnis dengan misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang
dimaksud dengan satu majlis adalah ketika terjadi transaksi, kedua belah pihak
(penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini dibolehkan apabila
hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat, asalkan telah terpenuhi
unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Mengenai hal ini, Imam al-Syaukani
berpendapat:
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Penjelasan pendapat Imam al-Syaukani ini menegaskan bahwa prinsip
yang paling mendasar dalam jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan
pembeli. Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya dengan berbagai cara,
seperti dengan isyarat, tulisan, perantara, berita dan sebagainya, yang terpenting
maksudnya tersampaikan. Jadi, bukan hanya terikat dengan ungkapan lisan saja.
Karena itu, Imam al-Syaukani menolak pendapat jumhur ulama yang memandang
sah jual beli hanya dengan ijab kabul secara lisan dan dengan ungkapan tertentu.
Penolakannya didasarkan pada lafal amm (umum) dan tijarah (perniagaan) yang

mengandung makna “segala bentuk jual beli”, yang wajib dilakukan atas dasar
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suka sama suka. Perasaan suka sama suka tidak mutlak hanya terucap dengan
ucapan lisan, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain, asal dapat
dimengerti oleh kedua belah pihak (Skripsi, Disa Nusia Nisrina, 72-80).

Menurut Imam Malik dan Ahmad lbnu Hanbal, jika seorang pembeli
mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa
mengucapkan suatu ucapan atau tanpa isyarat kepada penjual, jual belinya sah,
karena perbuatan tukar-menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama
suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan
miliknya kepada pihak yang lain.

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli bertemu dalam satu
majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya. Penjual dan pembeli tidak berada
dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan
dari berbagai negara yang berbeda. Pada dasarnya, pernyataan kesepakatan pada
transaksi jual beli online sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana
transaksi dalam hukum Islam. Pernyataan itu dapat dilakukan dengan berbagai
cara dan melalui berbagai media, selama dapat dipahami maksudnya oleh penjual
dan pembeli, tentunya atas dasar kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi.

3. Objek Transaksi Jual Beli

Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad
terjadi. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah
melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun
demikian, ulama figih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai

dengan ketentuan syara’, seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu
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akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus suci.

Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak
berwujud. Mengenai komoditi atau barang yang dijadikan objek transaksi jual beli
online tergantung pada penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembeli
mengenai jenis barang apa dan bagaimana yang akan dibeli.

Dalam transaksi jual beli online, komaoditi yang diperdagangkan dapat
berupa komoditi digital dan non digital. Komoditi digital seperti surat kabar
elektronik, majalah online, digital library, ebook, domain, dan lain-lain, dapat
langsung diserahkan kepada pembeli melalui media internet. Sedangkan komoditi
non digital, tidak dapat diserahkan langsung melalui media internet, namun
dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau
barang dan tempat penyerahan.

Dapat disimpulkan bahwa belum adanya komoditi pada saat akad, bukan
berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan garar, karena objek dalam
transaksi jual beli online, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada
kemudian hari. Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual
beli online, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut,
sehingga pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi,
barang yang ditransaksikan dalam jual beli online ini sebenarnya telah ada dan
siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada
ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang
dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah. (Skripsi, Disa

Nusia Nisrina, 72-80).
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Pada dasarnya, objek yang dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli
online, tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum perikatan Islam,
selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat, dan memiliki kejelasan baik
bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahterimakan pada waktu dan
tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Apabila objek jual beli
online terdapat ketidaksesuaian antara apa yang ditampilkan dilayar internet atau
handphone dengan barang yang telah diterima oleh pembeli, maka pembeli
berhak khiyar, apakah ingin mengambil barang itu atau mengembalikannya
kepada penjual.

4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam
transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat
dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang
dapat menimbulkan perselisihnan dikemudian hari, misalnya pembayaran
dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan
atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang
tersebut. (Skripsi, Disa Nusia Nisrina, 72-80).

Dalam transaksi jual beli online, sebelum proses pembayaran dilakukan,
masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah
dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode
pembayaran yang digunakan, misalnya dengan kartu kredit. Pada saat penjual dan
pembeli telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui

bank, dan setelah pembayaran telah diterima oleh penjual dan pembeli telah
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mengirimkan bukti pembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim
barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi
barang kepada pembeli.

Pembayaran harga dalam transaksi jual beli online pada prinsipnya telah
memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam.
Pembayaran atau harga dalam transaksi jual beli online merupakan sesuatu yang
bernilai dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti
barang dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam
transaksi dan dibayarkan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya dibolehkan,
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual
beli dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli
online ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang
berakad, sighat (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang,
selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan),
bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya
barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan
dengan Al-Qur’an dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lain
sebagainya.

Jual beli online, jika dilihat dari aspek magashid syariah, terdapat
kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Karena memang
syari’at Islam itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun

diakhirat. Jual beli dalam hukum Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau
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model sarana yang digunakan, tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti
kejujuran dan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Karena menjual barang
yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam

(Skripsi, Disa Nusia Nisrina, 72-80).

B. Akad Dalam Transaksi Jual Beli Online

Akad dalam transaksi jual beli online berbeda dengan akad secara
langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual
beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan via teknologi
modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun atau
syarat yang berlaku dalam jual beli.

Ulama mengisyaratkan suatu majlis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam
hibah, wasiat, dan wakalah. Selain itu diisyaratkan pula keberlangsungan ijab dan
gabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu.
Hanya saja jumhur ulama dan kalangan Sfyafi“iyyah tidak diisyaratkan gabul
langsung diucapkan pihak penerima tawaran (Imam Mustofa. 2016: 33).

Apabila ijab atau tawaran dilakukan atau dinyatakan melalui tulisan atau
surat naka gabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat antara ijab dan gabul
serta tidak adanya indikasi pengingkaran antara keduanya. Umumnya transaksi
elektronik dilakukan melalui tulisan. Barang dipajang di laman internet dengan
dilabeli harga. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka
mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah biaya

pengiriman (Imam Mustofa. 2016: 33).
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Dalam melakukan transaksi mu’amalah hal yang paling penting
diperhatikan untuk dilaksanakan adalah akad (perjanjian). Akad salah satu jalan
untuk memiliki harta menurut syariat Islam dalam melaksanakan kehidupan
sehari-hari. Akad suatu hal telah di Ridhai Allah SWT, untuk itu wajibkan
ditegakkan isinya. Akad diadopsi dari bahasa Arab al- ‘agd yang artinya perikatan,
perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan
Kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syar’iat yang
berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan
oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan
dengan kehendak sya’riat.

Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-
barang yang haram dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Mustafa Az-
Zar’qa menyatakan, tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi, bila dua
atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian. Dari
berbagai pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud
dengan akad adalah ikatan diantara kedua belah pihak yang dilakukan menurut
ajaran syariat dan berakibat hukum pada objek yang menjadi kesepakatan.
Menurut Ghazali hikmah di adakannya perikatan adalah :

1. Ada perikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi
jual beli atau memiliki sesuatu barang.
2. Tidak bisa membatalkan secara sepihak suatu ikatan perjanjian, karena

sudah diatur di dalam syariat Islam yang harus diikuti.
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3. Akad merupakan ketentuan hukum di dalam kepemilikan sesuatu,

sehingga orang lain tidak bisa untuk menggugat atau memilikinya.

Agar ketentuan akad dapat dinilai sah maka harus terpenuhi rukun dan
syaratnya. Dalam menjelaskan tentang rukun dan syarat akad terjadi perbedaan
pendapat ulama. Perbedaan pendapat ini terjadi karena berbedanya mereka dalam
mendefinisikan rukun dan syarat. Rukun menurut Hanafiyah adalah :

“Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan

bagian dari hakikat sesuatu”.,

Maka yang menjadi rukun akad di kalangan Hanafiayah adalah shighat
akad yaitu ijab dan kabul, karena hakikat dari akad ialah ikatan antara ijab dan
kabul. Namun menurut golongan Hanafiyah, ‘aqgid dan ma’qud ‘alaih tidak
termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada diluar
esensi akad. Menurut mereka ‘agid dan ma’qud ‘alaih termasuk kedalam syarat-
syarat akad. Sedangkan rukun menurut jumhur fugaha selain Hanafiyah adalah :

“Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu ia bukan bagian dari
hakikat sesuatu. Maka yang menjadi rukun akad dikalangan Jumhur ada tiga
yaitu ‘agid (orang yang berakad), ma’'qud ‘alaihi (objek akad), dan shighad

agad.
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Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut :

. Akad (orang yang berakad), diisyaratkan balihg berakal atau cakap hukum.
. Ma;qud ‘alaih (obyek akad), sesuatu yang diakadkan ada ketika akad,
objek akad adalah sesuatu yang di bolehkan oleh syariat, dapat diserah
terimakan ketika akad, maka tidak sah melakukan akad pada sesuatu yang
tidak bia diserah terimakan, contohnya jual beli burung diudara, objek
yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, dan jelas
kegunaan pada objek yang diakadkan tersebut.

. Shigat akad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang
melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang
melakukan akad.

Shigat terdiri dari ijab dan gabul. ljab merupakan pernyataan yang
menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari seseorang yang
berakad. Maka perkataan pertama di dalam jual beli dinamakan ijab, baik
yang berasal dari pembeli ataupun dari penjual. Bila penjual mengawali
dengan perkataan “saya jual” dinamakan ijab, atau pembeli yang
mengawali “saya beli” juga dinamakan dengan ijab. Sedangkan qabul
adalah sesuatu ang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak
yang berakad yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai
jawaban dari ucapan pertama . Kabul adakalanya berasal dari penjual dan
adakalanya berasal dari pembeli ketika akad berlangsung, misalnya
dengan kalimat saya terima. (Jurnal, Muhammad Deni Putra, 2019: 87-

88).
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C. Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi

Islam.

Penjualan on-line merupakan salah satu jenis sistem transaksi jual beli
yang memakai media internet dalam penjualan, pada zamab ini yang paling
banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti contoh, facebook, twitter,
bbm, Instagram dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka
jual. Saat ini penjualan online merupakan salah satu bentuk jenis transaksi yang
banyak dipergunakan dalam jual beli.

Kemudian bagaimana menurut pendapat ekonomi Islam dalam melihat
jual beli on-line yang saat ini sudah menjadi suatu hal sudah sangat biasa yang
dilakukan dalam bertransaksi jual beli, terutama kepada pihak penjualan on-line
yang menggunakan media sosial. Untuk menjawabnya, harus ditelusuri apakah
dalam jual beli on-line sudah memenuhi rukun akad yang sesuai dengan aturan
hukum figih. Sebagaimana yang diketahui ada empat rukun akad, yaitu :

1. ada pihak-pihak yang yamg melakukan akad.

2. adanya ijab dan gabul.

3. adanya obyek hijab gabul atau akad.

4. tujuan pokok akad itu dilakukan (Jurnal, Muhammad Deni Putra, 2019:

91-100) .

Transaksi jual beli on-line bentuk sighah yang dilaksanakan dengan cara
tulisan. Seperti apabila kita membeli suatu program pada telepon pintar
(smartphone) maka akan ada menu opsi pilihan bahwa konsumen telah membaca

dan menyepakati peraturan dan perjanjian yang telah ditetapkan. Syarat dan
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kondisi ini merupakan sighah harus dipahami baik oleh produsen maupun
konsumen dalam jual beli on-line.

Begitu pula apabila kita melakukan transaksi dengan menggunakan media
sosial, penjual harus menulis kondisi dan syarat apa saja yang terdapat dalam
transaksi tersebut, sehingga terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli.
Kemudian rukun akad yang ketiga adalah objek akad dalam transaksi, dalam
penjualan on-line obyek akad harus jelas dan barang harus secara sempurna
dimiliki oleh penjual (Jurnal, Muhammad Deni Putra, 2019: 91-100).

Adapun hal yang dilarang dalam transaksi penjualan online, maupun
penjualan tatap muka secara langsung, barang belum dikuasai secara sempurna
oleh si penjual. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penipuan oleh si penjual.
Penjual dalam jual beli online harus secara nyata menulis berbagai spesifikasi dari
barang yang dijual termasuk segala kekurangan dari barang yang dijual tersebut
jika ada. Rukun akad yang terakhir adalah tujuan dari akad tersebut harus sesuai
dengan syariat (Jurnal, Muhammad Deni Putra, 2019: 91-100).

Sehingga penjualan secara on-line tidak boleh menjual barang yang tidak
sesuai dengan aturan syariat. Misalnya pada situs yang memperjual belikan
senjata, narkoba atau video porno. Bentuk jual beli tersebut tidak dibolehkan
karena berlawanan dengan ajaran syariat Islam. masalah rukun akad, penjualan
online baik yang berbasis media sosial ataupun media lainnya diharamkan
apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini :

1. Sistemnya haram atau terlarang, misalnya perjudian on-line.
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2. Barang ataupun jasa yang telah ditawarkan oleh pembeli adalah barang
atau jasa yang diharamkan oleh aturan ajaran syariat Islam.

3. Terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan
kecurangan. Hal ini banyak terjadi pada penjualan online berbasis media
sosial, dimana barang yang ditawarkan di media sosial seringkali berbeda
dengan barang yang diterima oleh konsumen. Apa bila terindikasi unsur

penipuan, maka status jual beli tersebut dalam hukum Islam adalah haram.

Adapun bentuk akad yang dapat diadopsi dalam transaksi jual beli on-line
ini adalah, bay’ al murabahah dan (biasa disebut murabahah) dan bay’ assalam
(biasa disebut salam). bay’ al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bay’ al murabahah,
penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu
tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat ini, inilah akad jual beli yang
paling banyak digunakan, karena inilah praktik yang paling mudah
implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Adapun
dasar hukum bay’ al murabahah adalah :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila . yang demikian itu
karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah
telah mengahalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat
peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah.
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Barang siapa mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka mereka kekal

di dalamnya”.

Sedangkan dasar hukum yang diambil dari hadis Nabi adalah : “Dari
Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda,

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : Jual beli secara tangguh,

mugaraddah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk

keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majah).

Murabahah adalah jual beli dengan harga pembelian penjual bersama
tambahan keuntungan yang diketahui misalnya 500. Dengan demikian jual beli
murabahah merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan,
dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli.
Seperti perkataan “ saya beli barang ini Rp.100, maka berilah aku laba Rp.100,-
atau Rp.200.24.

Dari contoh diatas, Murabahah dalam jual beli dapat disimpulkan bahwa :

1. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua, jika harga pokok tidak
diketahui maka jual beli murabahah menjadi fasid.

2. Keuntungan diketahui, karena keuntungan merupakan bagian dari harga.

3. Modal merupakan mal misliyat (benda yang ada perbandingannya di
pasaran) seperti benda yang diukur, benda yang ditimbang dan benda yang
dihitung.

4. Murabahah tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan

riba karena dinisbatkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli
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barang yang ditakar dan ditimbang dengan jenis yang sama, maka tidak
boleh baginya menjual barang tersebut secara murabahah. Karena
murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba.
Sedangkan tambahan pada harta riba adalah riba, bukan laba. (Jurnal,

Muhammad Deni Putra, 2019: 91-100) .

Salah satu hal yang perlu yang mesti tidak dilakukan oleh konsumen
apabila ada penjual yang menawarkan produk yang harganya jauh dibawah
standar harga pasar, kemungkinan adanya kecurangan dalam proses transaksi jual
beli tersebut. Namun apabila ada perbedaan harga dalam batas yang sesuai, maka
transaksi tersebut masih diperkenankan. Beberapa hal yang menjadi alasan
mengapa transaksi jual beli on-line berbasis media sosial dapat lebih murah
dibandingkan dengan penjualan langsung atau konvensional :

1. Terjadinya penghematan biaya, karena alokasi dana awal untuk sewa
toko.

2. Dapat dialinkan pada penambahan barang.

3. Jarak jaringan yang lebih luas dan terjangkau.

4. Meminimalkan biaya promosi.

5. Pengaruh word of mouth.

Kemudian akad kedua yang mungkin digunakan dalam transaksi jual beli
online khususnya yang berbasis media sosial adalah akad bay as-salam, as-salam

merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan.
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Secara sederhana transaksi as-salam merupakan pembelian barang yang
diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

Menurut Al-Qurtubi as-salam merupakan transaksi jual beli atas sesuatu
yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan Kriteria-kriteria
tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga tunai/segera. Barang
yang diperjual belikan belum dapat tersedia pada saat terjadi transaksi dan harus
diolah terlebih dahulu, seperti barang-barang pertanian dan produk-produk
fungible (barang yang dapat diperkirakan dan dapat diganti sesuai berat, ukuran
dan jumlahnya).

Barang-barang non fungible seperti batu mulia, lukisan mahal dan lain-lain
yang merupakan barang yang jarang ditemukan tidak dapat dijadikan obyek
salam. Resiko terhadap barang yang diperjual belikan masih berada pada penjual
sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli dapat meneliti dan bisa menolak
produk yang diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang telah
disepakati. Dasar hukumnya adalah:

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.

Jual beli salam yang dibolehkan oleh Rasulullah saw dengan beberapa
ketetntuan yang harus menuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan
modal untuk memulai masa tanam dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

sampai waktu panen tiba. Setelah dilarangnya riba, mereka tidak dapat lagi
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mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan mereka
untuk menjual produknya dimuka (Jurnal, Muhammad Deni Putra, 2019: 91-100).
Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran
dimuka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga
dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai. Ibnu abbas
meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Datang ke Madinah dimana penduduknya
sedang melakukan jual beli salam pada buah-buahan dalam jangka waktu satu,
dua dan tiga tahun. Beliau berkata:
“Barang siapa yang melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan
takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang

diketahui.

Disamping itu juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual
beli salam, di antaranya, rukun jual-beli Salam menurut Jumhur ulama, selain
Hanafiyah, terdiri atas :

1. Orang yang berakad baligh dan berakal.
2. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya.

3. ljab dan Kabul.

Sementara syarat-syaratnya terdiri atas :
1. Syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur, berapa
harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama, sampai

pembayaran terakhirnya.
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2. Syarat dan ketentuan yang berhubungan dengan produk (obyek) as-salam,

harus jelas barangnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya. Jual beli on-

line terutama yang berbasis media sosial memiliki beberapa keunggulan

dan manfaat baik bagi penjual maupun bagi pembeli, yaitu:

a

Jam kerja bersifat 24 jam, dengan sistem penjualan on-line penjual
bisa menjual berbagai produk yang dimiliki selama 24 jam dalam
sehari.

Mudah dan lebih sistematis untuk menemukan berbagai contoh produk
yang ditawarkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan.

Proses berbandingan harga mudah dan murah sistematis.

Lebih Mudah dilakukan oleh siapapun.

Investasi yang lebih murah dan harga lebih bersaing, maksudnya
penjual tidak usah membuat toko dan mempekerjakan karyawan.
Namun disamping keunggulan tersebut terdapat beberapa kelemahan
yang kita dapatkan dalam transaksi jual beli on-line, di antaranya :

1. Keaslian produk yang tidak pasti.

2. Kerawanan untuk menipu dari penjual.

3. Potensi untuk melakukan kecurangan dari pembeli lebih rawan.

Pada permasalahn yang mungkin muncul dalam jual beli on-line tersebut,

perlu diperhatikan beberapa strategi yang hasrus dilakukan untuk meminimalisir

terjadi kecurangan berbagai permasalahan tersebut, antara lain:
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1. Penjualan on-line harus menampilkan secara keselurahan penampilan
barang yang hendak dijual, oleh karenanya dalam situs jual beli, biasanya
penampilan dari suatu produk dapat dilihat dari berbagai sisi.

2. Hak pilih bagi pembeli jika barang yang diterima berbeda spesifikasinya
dengan barang yang ditampilkan, termasuk kepada adanya garansi pada
barang-barang elektronik dan komputer.

3. Menggunakan media pembayaran yang aman, hal ini bertujuan untuk
melindungi dari sisi penjual ataupun pembeli. Melihat dari penjelasan
diatas, penjualan online merupakan hal yang dapat diperkenankan sesuai
dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, mengingat banyaknya
manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi dari model penjualan seperti
ini. Namun yang perlu diingat baik oleh penjual maupun oleh pembeli
adalah prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya
penipuan baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli (Jurnal,

Muhammad Deni Putra, 2019: 91-100).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan ekonomi
syariah terhadap jual beli online, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli online telah memenuhi rukun akad dalam undang-undang syariah,
yaitu, adanya penjual dan si pembeli, sighah atau ijab kabul telah
terpenuhi dimana konsumen harus menyepakati syarat dan kondisi yang
sudah tertulis jika proses transaksi ingin dilanjutkan, objek akad dalam
transaksi jual beli on-line harus jelas spesifikasinya, tujuan akad tidak
boleh bertentangan dengan aturan syariat.

2. Mengingat beberapa kekurangan dan permasalahan dalam jual beli on-line
tersebut maka dapat diminimalisir dengan melakukan hal-hal sebagai
berikut, Transaksi jual beli on-line harus memaparkan secara keseluruhan
penampilan dan spesifikasi obyek yang hendak dijual. dengan
menambahkan akad tambahan yaitu adanya hak untuk meilih bagi pembeli
jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang
sudah disepakati diawal. Dengan media pembayaran aman dan nyaman,
hal ini bertujuan untuk melindungi terjadi kecurangan dari sisi penjual

maupun dari sisi pembeli.
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B. Saran
Sebagai penulis yang masih banyak kekurangan, kami memberikan saran
sebagai berikut :

1. Tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli online, ini relevan dan dapat
dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang ada
pada zaman sekarang, apabila sesuai dengan tujuan ekonomi syariah.

2. Sebagai pekerja usaha, hendaknya mempraktekkan undang-undang
peraturan syariah dalam transaksi jual beli online untuk pelaku usaha
muslim, seperti khiyar aib, khiyar ta’yin, ataupun khiyar ru’yah untuk
lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen agar terhindar
dari kerugian saat melakukan transaksi melalui media online.

3. Pemerintah juga harus membentuk polisi internet yang akan bertugas
untuk patrol keamanan diinternet, karena Indonesia sangat membutuhkan
banyaknya polisi internet yang ahli dalam teknologi dan informasi, agar
tercipta transaksi online yang baik, nyaman, dan aman.

4. Penulis menyadari kajian ini masih jauh dari kata sempurna. Namun
dengan adanya penelitian ini, agar kedepannya dapat disempurnakan
dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari

penelitian ini.
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